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BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Demokrasi. Dalam pelaksanaan sistem Demokrasi tentu terdapat alat–alat Negara, yang mana alat–alat Negara berfungsi sebagai pengatur dan pengendali pemerintahan. Alat – alat Negara ini yang disebut sebagai Lembaga Negara. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga Negara mulai dari lembaga dalam pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terbagi menjadi 3 bagian, yakni : Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang salah satu Lembaga Negara Legislatif yakni : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam pemerintahan Demokrasi MPR termasuk lembaga tinggi dan mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan Indonesia. Maka dari itu perlu kita dalami tentang Lembaga Tinggi Negara MPR melalui pembahasan dalam makalah ini. Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah  pusat dan pemerintah daerah. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden  serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD
BAB II

PEMBAHASAN
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia



Kepemimpinan :

Sejak 8 Juli 2013

Ketua : Sidarto Danusubroto PDI-P
Wakil Ketua : Melani Leimena Suharli, Demokrat
Struktur Anggota :  692
132 Anggota DPD
560 Anggota DPR

A. Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat, disingkat: MPR adalah sebuah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri  dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Jumlah anggota MPR saat ini  adalah 678 orang yang terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir  ketika anggota-anggota DPR yang baru mengangkat  sumpah. Ketua M PR yang terakhir adalah Tauﬁq Kiemas.

B. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

C. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

1. Sebelum Perubahan UUD 1945

MPR adalah PENJELMAAN seluruh rakyat dan merupakan LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, pemegang dan pelaksana sepenuhnya  kedaulatan rakyat.

2. Sesudah Perubahan UUD 1945

MPR adalah lembaga  permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai  LEMBAGA NEGARA.
D. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya. Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima pimpinan MPR.
Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan. Jika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).

c. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul.
Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya. Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat,Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

e. Memilih Wakil Presiden

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

E. Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan MPR terdiri atas; Pimpinan dan Panitia Ad Hoc.

1. Pimpinan

Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

2. Panitia Ad Hoc

Panitia Ad Hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

F. Sidang dan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:
· sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

· sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD

· sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

· sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

· sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.
G. Contoh Kasus dan Pembahasan
Penurunan Gusdur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) : Mahfud MD mengungkapkan, tuduhan bahwa K.H. Abdurrahmad Wahid (Gus Dur) menerima dana dari Bulog dan Brunei sengaja diramaikan untuk menjatuhkan citra Presiden ke-4 RI ini. Berikut kronologi penurunan Gus Dur menurut Mahfud MD :
Dalam kasus yang selanjutnya disebut Buloggate dan Bruneiggate tersebut, Gus Dur tak terlibat sama sekali. Dalam kasus buloggate, saat itu seseorang yang disebut sebagai tukang pijat Gus Dur, bernama Suwondo mengatas namakan Gus Dur untuk kepentingan pribadi.

“Gus Dur itu orangnya egaliter. Siapapun yang ingin bertemu, di terimanya, termasuk tukang pijat diterimanya. Saat itu Suwondo ingin bertemu Gusdur dengan membawa sapuan. Dalam pertemuan itu, Suwondo berbicara soal Aceh, dsb. Gusdur hanya bilang bahwa Aceh perlu dibantu. Tapi kemudian, pasca pertemuan itu suwondo menemui sapuan dan meminta uang sebesar Rp 35 Milyar, dengan membawa nama Gusdur,” ungkap Mahfud.

“Gusdur tak tahu menau soal itu kasus Suwondo yang menyalahgunakan nama Gusdur,” tandas Mahfud . Sementara soal Brunei, kata Mahfud, bermula dari keinginan Raja Brunei Darussalam, yang ingin member zakat kepada masyarakat Indonesia, melalui Aryo.”waktu itu kata Gus Dur, silahkan disalurkan, dan kemudian uang zakat itu disalurkan ke Aceh dan lainnya. Jadi, Gus Dur langsung menyalurkan tanpa melaporkan kepada Negara.” Saat itu dana tersebut langsung disalurkan. Jadi dua kasus hokum tersebut, tidak benar sama sekali. Tak terbukti sama sekali.” Imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa jatuhnya Gus Dur, adalah murni kasus politik. Gus Dur dianggap melanggar TAP MPR no. 6 dan 7 tahun 1999, karena memberhentikan Suroyo Bimantoro dari jabatan Kapolri.” Undangan siding MPR untuk memberhentikan Gus Dur bukan soal Bulog dan Brunei”.ujarnya.
Karena undangan semacam itu, Gus Dur tak memenuhi undangan MPR dan mengeluarkan maklumat atau dekrit.”tuduhan korupsi adalah tuduhan paling jahat. Gus Dur jatuh secara politik tidak ada kasus hukum apapun disitu,”kata ahli hukum ini.

“Secara politik memang merupakan fakta yang tak terhindarkan. Sebagai fakta politik saya terima, tapi kalau secara hukum itu tak bisa. Bahkan penjatuhan Gus Dur menurut saya melanggar hukum, sebab menurut TAP MPR disebutkan bahwa sidang umum MPR untuk menjatuhkan Presiden harus dihadiri oleh seluruh fraksi.

Kesimpulan kasus :
Penjatuhan Gus Dur terjadi bukan karena kasus hukum melainkan kasus politik. Awalnya DPR melaporkan Gus Dur karena kasus Buloggate dan Bruneiggate pada MPR. Namun, setelah MPR menyelidiki kasus tersebut, tidak diketemukan kesalahan Gusdur. Di sisi lain, MPR menemukan kasus politik bahwa Gus Dur memberhentikan Suroyo Bimantoro selaku Kapolri tanpa meminta persetujuan dari DPR/MPR. Hal itu melanggar TAP MPR no.6 dan 7 tahun 1999, dari kasus politik tersebutlah MPR menjatuhkan Presiden ke-4, yakni : K.H. Abdurrahman Wahid. Karena pada dasarnya MPR dapat memberhentikan Presiden dengan beberapa alasan, yakni :

1. Atas permintaan sendiri
2. Berhalangan tetap (menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang
3. Sungguh-sungguh melanggar haluan Negara
BAB III

KESIMPULAN
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam benak rakyat Indonesia sudah sangat dikenal dan melekat di hati sanubari hamper seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan MPR sudah dikumandangkan sejak berdirinya Republik ini dan secara resmi telah disebut dalam UUD 1945. Pada awalnya MPR diposisikan sebagai lembaga representative penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara terting. MPR berwenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena Presiden sebagai medataris MPR, Lembaga ini juga berwenang merubah dan menetapkan undang-undang dasar, serta menetapkan garis-garis besar haluan negara.
Pada masa reformasi, posisi MPR telah mengalami reposisi dengan dilakukannya perubahan UUD 1945. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara tetapi berkedudukan sebagai lembaga negara. MPR hanyalah sebuah perrkumpulan anggota DPR dan anggota DPD yang terjadi secara rutin untuk 5 tahun sekali atau bila ada kejadian-kejadian insidental yang menyangkut penyimpangan tugas yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden berdasar UUD atau bila terjadi hal yang menyebabkan tidak berfungsinya presiden dan atau Wakil Presiden seperti sebab berhalangan tetap atau sudah tidak memenuhi syarat lagi. Kewenangan MPR yang lain yang masih dipertahankan adalah MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Kewenangan MPR inipun sifatnya insidental, artinya tidak secara rutin dilakukan dan hanya bila ada kemauan politik saja untuk menjalankan kewenangan ini. Dengan demikian tugas rutin MPR hanyalah dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan tugas kesehariannya tidak ada, oleh karenanya diusulkan agar MPR dibubarkan saja seperti halnya DPA.
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